PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 27/KPTS/DPRD/2019
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KAMPAR TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KAMPAR
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

KABUPATEN KAMPAR

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor
:Kpts.1246/XI11/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati
Kampar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan
Keputusan Gubernur Riau sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kampar DPRD Kabupaten
Kampar, maka DPRD Kabupaten Kampar menyetujui untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan
huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD
Kabupaten Kampar tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Kampar tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
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Anggaran 2020;
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Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 1956 Nomor 25);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeilenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbenidaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66,
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421};

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5049);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undaingain {Leimbaraii
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonsesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5660), dan terakhir kali dirubah dengan
Undang-undang Nomor i3 Tahun 2019 tentang perubahan
ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
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Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indoesia Nomaor 5587) sebagaimana telah dinhah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Taliapan, Tata Cara Peuyusuinaii, FPengendalian, dai
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{(Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Idonesia Nomor 6057,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaaan Keuangan Daerah Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6197);

Peraturan Meiitenn Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157 ;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.959/VIII/2019
tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.1071/1X/2019
tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kampar Masa Jabatan 2019-2024;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaen Kampar (Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun2017 Nomor 2);

21. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah
Rabupaten Kainpar Tahun 2018, Noinor 55) sebagainana
telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TERHADAFP HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KAMPAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menerima dan menyetujui Pengesahan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dan
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Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU disesuaikan
dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.1246/XI1/2019
tanggal 18 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kampar tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Keputusan ini disampatkan kepada Bupati Xampar sebagai dasar
Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kampar tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
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